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ABSTRAK

Salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia yang belum teratasi adalah tindak pidana
pencucian uang atau yang lebih sering dikenal dengan istilah money laundering. Skripsi ini
ditulis dengan menggunakan proses Yuridis Normatif. Sumber hukum penelitian ini Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
dan sumber hukum sekunder. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang melakukan
perubahan terhadap undang-undang ini tanggal 13 Oktober 2003; Undang-undang No. 8 telah
berlaku sejak saat itu.Pada tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Pencucian
Uang (UU PPTPPU) yang diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2010. Tindak pidana
pencucian uang yang tercakup dalam Pasal 3 dan 4 saat ini adalah sebagai berikut: Pencucian
uang didefinisikan dalam pasal Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1); menempatkan, memindahtangankan,
mengalihkan, membelanjakan, membayar, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar
negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau melakukan
perbuatan lain; aset; la mengetahui atau cukup yakin adanya keuntungan dari suatu tindak
pidana; dalam upaya menyembunyikan atau menutupi sumber harta kekayaan. keadilannya
harus lebih diperkuat lagi,keadilannya harus lebih diperketat lagi seperti adanya penyitaan
asset/warisan/harta benda yang bisa dijadikan jaminan atau sebagai pengganti untuk
membayar sebuah kerugian serta ditegakkannya hukuman yang sesuai dengan undang undang
dan aturan yang berlaku.

Kata Kunci: Keadilan, Tindak Pidana, Pencucian uang.
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ABSTRACT

One of the problems faced by Indonesia that has not been resolved is the crime of money
laundering or more commonly known as money laundering. This thesis was written using the
Normative Juridical process. The legal sources of this research are Law of the Republic of
Indonesia Number 25 of 2003 concerning the Crime of Money Laundering and secondary legal
sources. Law Number 25 of 2003 concerning Amendments to Law Number 15 of 2002
concerning the Crime of Money Laundering amended this law on October 13, 2003; Law No.
8 has been in effect since then. In 2010 concerning the Eradication and Prevention of Money
Laundering (UU PPTPPU) which was enacted on October 22, 2010. The crime of money
laundering covered in Articles 3 and 4 are currently as follows: Money laundering is defined in
the article of the Law on the Prevention and Eradication of Criminal Acts as referred to in
Article 2 paragraph (1); placing, transferring, diverting, spending, paying, donating, depositing,
taking abroad, changing the form, exchanging with currency or securities, or doing other acts;
assets; He knows or is quite sure that there is a profit from a crime; in an effort to hide or cover
up the source of wealth. justice must be strengthened even more, justice must be tightened even
more such as the confiscation of assets/inheritance/property that can be used as collateral or as
a substitute for paying for a loss and the enforcement of punishment in accordance with
applicable laws and regulations.

Keywords: Justice, Crime, Money Laundering.
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